SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 129 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang

Mengingat

a.

1.

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai
ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu
membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
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Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
134 /Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT.

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Nusa Tenggara Barat.

: Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, adalah:

a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Barat;

b. menyusun dan menyempurnakan standar pengelolaan
teknis dokumentasi dan informasi hukum;

c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan
hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu
wujud tata Kelola pemerintah yang baik, akuntabel,
transparan, efektif dan efisien;

d. melakukan supervisi dan asistensi terhadap pengelolaan
dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
se Nusa Tenggara Barat;

e. melakukan koordinasi dan konsultasi ke Komisi Pemilihan
Umum terkait dengan pengelolaan dan pengembangan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, adalah:

a. menjamin Kketersediaan dokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses
secara tepat dan mudah;

b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan bidang hukum;

c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya

manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
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Salinan sesuai dengan aslinya

d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan

e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor: 159/TIK.01-
Kpts/52/Prov/IX/2019 tentang Pembentukan Tim
Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 05/TIK.01/52/2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 159/TIK.01-
Kpts/52/Prov/IX/2019 tentang Pembentukan Tim
Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 19 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROV I SA TENGGARA BARAT
"' nis Penyelenggaraan Pemilu,
§{pa ‘dar %‘1 ungan Masyarakat
/
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 129 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. Susunan Organisasi

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN
DALAM TIM
Ketua KPU Provinsi

1. | Muhammad Khuwailid Ketua Pembina
Nusa Tenggara Barat
Anggota KPU Provinsi

2. | Mastur Pembina
Nusa Tenggara Barat
Anggota KPU Provinsi )

3. | Agus Hilman Pembina
Nusa Tenggara Barat
Anggota KPU Provinsi )

4. | Zuriati Pembina
Nusa Tenggara Barat
Anggota KPU Provinsi )

S. | Halidy Pembina
Nusa Tenggara Barat

L Sekretaris KPU Provinsi )

6. | Mars Ansori Wijaya Pembina

Nusa Tenggara Barat
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2. Bagan Organisasi

KETUA
TIM PEMBINA

PEMBINA

PEMBINA

PEMBINA

PEMBINA

PEMBINA
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B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. Susunan Organisasi

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN
DALAM TIM
Kabag. Teknis
L Pimpinan
1. | I Made Merta Arta Penyelenggaraan, Partisipasi
Redaksi
dan Hupmas
. Penanggung
2. | Pratama Adinagara Kasubbag. Hukum
Jawab
Pelaksana
3. | Hadianto Anwar ) Administrator
pada Sub Bagian Hukum
Penata Kelola Pemilu
4. | Rangga Sasmita Ahli Pertama Administrator
pada Sub Bagian Hukum
Pelaksana
Pelaksana
5. | Elvian Edi Kusuma ) ) Redaksi Produk
pada Sub Bagian Teknis
Hukum
Penata Kelola Pemilu Pelaksana
6. | Haidi Hidayat Ahli Pertama Redaksi Produk
pada Sub Bagian Teknis Hukum
Penata Kelola Pemilu )
Desain Grafis dan
7. | Edy Handika Ahli Pertama pada
Publikasi Media
Sub Bagian Parhumas
Pelaksana Desain Grafis dan
8. | Mahirun

pada Sub Bagian Teknis

Publikasi Media
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2. Bagan Organisasi

PIMPINAN REDAKSI

PENANGGUNG
JAWAB

ADMINISTRATOR

DESAIN GRAFIS DAN
PUBLIKASI MEDIA

PELAKSANA
REDAKSI PRODUK
HUKUM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PR@HNS&NHS A TENGGARA BARAT

Keépals ] eknis Penyelenggaraan Pemilu,
ubungan Masyarakat

I mQ:EMERTA ARTA
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KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD KHUWAILID



